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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Hak Memperoleh Bantuan Hukum
Kepada Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di
Polres Ogan Komering Ilir. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian
empiris, jenis data dalam penelitian ini menerapkan data kualitatif baik yang
bersifat primer, sekunder,maupun tersier. Rumusan Masalah Dari Penulisan
Skripsi Ini Yaitu Apakah Hak Memperoleh Bantuan Hukum Kepada
Tersangka Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Ogan Komering Ilir Sudah
Terlaksana? Dan Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Pelaksanaan
Hak Memperoleh Bantuan Hukum Kepada Tersangka Penyalahgunaan
Narkotika Di Polres Ogan Komering Ilir?, dari hasil penelitian Pelaksanaaan
Hak Memperoleh Bantuan Hukum Kepada Tersangka Di Polres Ogan
Komering Ilir sudah Terlaksana dan juga Polres Ogan Komering Ilir Telah
Memberikan Upaya Hak Bantuan Hukum Kepada Tersangka.mengetahui
serta menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan
Hak Memperoleh Bantuan Hukum Kepada Terangka Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Ogan Komering Ilir yaitu penyidik
telah memberikan hak Bantuan Hukum kepada tersangka namun kurang
optimalnya dalam pelaksanaan hak memperoleh Bantuan Hukum.dan juga
ada beberapa tersangka yang kurang mengerti tentang adanya Bantuan
Hukum. Dan itu sangat mempengaruhi dalam Pelaksanaan Hak Memperoleh
Bantuan Hukum Kepada Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika.

Kata Kunci : Pelaksanaan Hak Bantuan Hukum, Tersangka Narkotika
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika yaitu “setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat
dikenakan sanksi pidana yang berarti penyalahgunaan narkotika dapat
disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika” yang wajib disadari
bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan suatu masalah suatu
masalah yang sangat fatal. Maka dari itu sangat diperlukan usaha dan
dorongan dari seluruh pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan
karena pelaksanaan undang-undang tersebut amat bergantung partisipasi
seluruh dari pihak pemerintah, keluarga, aparat keamanan, lingkungan
ataupun guru disekolah. Karena masalah tersebut tidak dapat lenyap
dengan sendirinya walaupun sudah di keluarkan undang-undang yang

telah disertai dengan sanksi yang keras.
Bantuan hukum dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengartikan bahwa “bantuan
hukum adalah jasa hukum yang diberikan advokat secara gratis atau
cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”. Sedangkan arti jasa hukum
disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) adalah “jasa hukum yang diberikan
advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum,
menjalankan kuasa, mewakili atau mendampingi membela dan

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.



Bantuan hukum juga tidak hanya diatur Undang-Undang Advokat
dan KUHP, tapi juga melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71 yang menyebutkan “bahwa
pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi,
menegakkan dan memajukan hak asasi manusia™!.

Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum .
Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi
bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
Dan bantuan yang diberikan untuk masyarakat yang kurang
mampu/miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga bantuan
hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan
Hukum berdasarkan Undang-undang ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
sudah menetapkan tentang ketetapan pidana bagi siapapun yang dapat
dikenakan sanksi pidana beserta denda yang wajib di pertanggung
jawabkan kepada tersangka penyalahgunaan narkotika atau bisa disebut
sebagai pelaku perbuatan tindak pidana narkotika. Pada masyarakat
awam banyak yang berfikir bahwa hukuman yang dapat dijatuhkan
kepada pelaku perbuatan tindak pidana narkotik itu sama sedangkan
dalam undang-undang narkotika pun tidak membedakan tersangka

tindak pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda.?

1 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap,
Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, HIm 323.

2 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana
Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Jakarta, 2007, him 188



Pada suatu proses perkara tindak pidana seorang tersangka atau
terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparatur-
aparaturnya, yang oleh Van Bammelen menggambarkan seakan-akan
membentuk suatu pertarungan, sehingga beliau mengatakan; “garansi
hak-hak manusia harus diperbuat, karena kalau tidak maka akan terjadi
ketimpangan sesuai dengan peran hakim yang aktif maka yang pertama-
tama harus ditonjolkan adalah hak-hak asasi manusia”. 3

Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)
menegaskan bahwa “seseorang yang diduga atau disangka terlibat
dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib di
junjung tinggi dan dilindungi”. KUHAP memberi perlindungan hak-
hak tersangka tindak pidana dengan menempat seseorang yang sudah
disangka melakukan tindak pidana. Posisinya dianggap dengan orang
lain menurut hakim. Maka dengan adanya perlindungan dan hak-hak
tersangka pada diri tersangka, dapat memberikan kepastian yang
mencegah tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik dalam
proses penyidikan.

Bantuan hukum sangat diharapkan agar dapat mencegah perilaku
tidak adil bagi tersangka yang berasal dari golongan yang kurang
mampu atau tidak mampu. Para tersangka di harapkan dapat terlindungi
haknya untuk melaksanakan tuntutan hukumnya. Bantuan hukum

secara gratis atau Cuma-cuma sudah ada dasar hukumnya yang kuat

3 Emi widhayanti, hak-hak tersangka/terdakwa di dalam KUHAP, Liberty,
yogyakarta, 1998, him. 34



yaitu pada pasal 54 sampai dengan pasal 57 Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu yang mencakup:

1. Berhak mendapatkan bantuan dari seseorang atau lebih penasehat
hukum selama waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54
KUHAP)

2. Bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam
hukuman lebih dari 5(lima) tahun tidak mampu berhak
mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

3. Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam pasal 54,
tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat
hukumnya (Pasal 55 KUHAP)

4. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa
mealakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau
ancaman pidana lima belaas tahun atau lebih atau bagi yang tidak
mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang
tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang
bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses
peradilan wajib menunjukan pasehat hukum bagi meraka
(PASAL 56 AYAT (1) KUHAP)

5. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak
sebagaimana maksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya
dengan cuma-cuma. (PASAL 56 AYAT (2) KUHAP)

6. Tersangka yang dikenakan penahan berhak menghubungi

penasehat hukumnya (pasal 57 ayat (1) KUHAP



7. Tersangka yang dikenakan penahanan berkebangsaan asing
berhak menghubungi perwakilan negaranya dalam mengadapi

proses perkara (pasal 57 ayat (2) KUHAP)

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat
pemeriksaan guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa
berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih
penasehat hakum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat
pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam kitab undang-undang

hukum acara pidana (KUHAP)*

Kasus tersangka penyalahgunaan narkoba di Polres Ogan
Komering Ilir. Pada hari kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 21:38,
6 tersangka di bekuk , dan keenam tersangka di jerat dalam pasal 114
ayat 2 atau 112 ayat 2 dan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Nartkotika
dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau maksimal hukuman
seumur hidup atau hukuman mati , dalam kasus ini tidak ditemukannya
pendamping Penasihat Hukum. Karena tidak ada keringanan dalam

penjatuhan tindak pidananya.®

Dalam rangka pelaksanaan hak memperoleh bantuan hukum
kepada tersangka tindak pidana narkotika, kepolisian memiliki peran

dan tanggung jawab yang sangat besar demi menjaga keamanan dan

4 M. Yahya Harahap, pembalasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Sinar
Grafika, Jakarta, 2007. him 135

5 Klikwarta.com. Penyalahgunaan Narkoba, 6 Tersangka Dibekuk Di Polres
Oki.diakses dari https://www.klikwarta.com/penyalahgunaan-narkoba-6-tersangka-dibekuk-
polres-oki Pada tanggal 10 oktober 2020, pukul 14.44 . WIB



https://www.klikwarta.com/penyalahgunaan-narkoba-6-tersangka-dibekuk-polres-oki
https://www.klikwarta.com/penyalahgunaan-narkoba-6-tersangka-dibekuk-polres-oki

stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia Namun realita berbicara
lain karena hak bantuan hukum kepada tersangka tindak pidana
narkotika yang menjadi pelaku tindak pidana maka, berdasarkan hal
tersebut di atas penulis terdorong untuk melakukan kajian secara

mendalam dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul

“PELAKSANAAN HAK MEMPEROLEH BANTUAN
HUKUM KEPADA TERSANGKA TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Dl POLRES OGAN
KOMERING ILIR (Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering

1ir).”

B. Rumusan Masalah

Berdasrkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka
untuk memfokuskan penulisan skripsi ini, penulis membatasi rumusan

permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah hak memperoleh bantuan hukum pada Tersangka Tindak
Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Ogan Komering Ilir
sudah terlaksana?

2. Faktor-faktor Apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan
hukum kepada Tersangka Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian

Ogan Komering Ilir?



C. Tujuan Penelitian
Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan
skripsi ini yaitu:

a. Mengetahui dan menjelaskan apakah sudah terlaksanakan hak
bantuan hukum kepada Tersangka Tindak Pidana Narkotika di Polres

Ogan Komering Ilir;
b. Mengetahui dan menjelaska Faktor-faktor yang menjadi hambatan
dalam pelaksanaan hak bantuan hukum kepada Tersangka Tindak

Pidana Narkotika di Polres Ogan Komering Ilir

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian menjabarkan seberapa jauh kegunaan dan
kontribusi hasil suatu penelitian maka, setiap penelitian diharapkan
mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun berdasarkan
tujuan penelitian yang telah diterangkan di atas penulisan skripsi ini

memiliki dua manfaat secara teoritis dan paktis.®
a. Secara teoritis, diharapkan dapat bermafaat untuk mengembangkan
pengetahuan dan memperlus wawasan berpikir dalam bidang ilmu
hukum. teruntuk khususnya pengembangan kajian di bidang ilmu
hukum pidana bagi penulis ataupun bagi para pembaca mengenai
permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Serta
memberikan pemikiran bagi para peniliti yang akan melakukan

peneliti lebih lanjut.

6 W. Gulo, Metologi Penelitian, Jakarta: gramedia Widiasarana Indonesia, 2002,
him.15.



b. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukkan
dan wawasan pikiran, serta menadi salah satu bahan acuan bagi
aparat penegak hukum untuk mencari solusi dan menciptakan upaya
penegakan hukum yang efektif dalam mengatai suatu masalah tindak
pidana pengaduan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh

oknum kepolisian.

E. Ruang Lingkup

Ruang dalam skripsi ini mengunakan kajian dalam hukum pidana
yang ditinjau dari segi perspektif kriminoligi. Berupa tinjauan
kriminologis terhadap faktor-faktor yang mendorong seseorang dalam
pemberian hak bantuan hukum kepada tersangka tindak pidana
penyalahgunaan narkotika dan melakukan pelaksanaan hak bantuan
hukum tersangka tindak pidana penyalahgunan narkotika, serta cara
kepolisian itu sendirin dalam menanggulangi tindak pidana yang
dilakukan oleh sesama anggota kepolisian. berdasarkan judul dan latar
belakang diatas, maka lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini

terbatas di Wilayah Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir.

F. Kerangka Teori
1. Teori Bantuan Hukum
Kata bantuan hukum sebagaimana diketahui berasal dari kata
“bantuan” yang didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

yang memiliki arti suatu pertolongan atau dukungan, yaitu suatu



pertolongan atau dukungan tanpa mengharapkan suatu imbalan
secara Cuma-Cuma. Selanjutnya mengenai kata “hukum” memiliki
arti suatu pengertian secara keseluruhan kaidah atau norma, nilai
sebagai suatu petunjuk atau pedoman atau acuan suatu segi
kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan
kedamaaian yang bersifat imperatif untuk melindungin suatu

kepentingan manusia dalam bermasyarakat.

2. Teori Hak-Hak Tersangka
Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang ada sejak kita
lahir yang mana hak asasi manusia ini bersifat universal atau
menyeluruh yang merupakan suatu anugerah dari yang maha kuasa
yang harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan serta tidak

dirampas oleh siapapun.’

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam
asas-asas hak asasi manusia dan pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjiwai keseluruhan
pasal dalam batang tubuhnya, terutama yang berkaitan dengan
persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan.
Penghormatan terhadap hak asasi manusia terdapat oada oasal 28 D

ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan,

7 0.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan
Terpidana, (Alumni: Bandung), 2006, him. 10.
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perlindungan dan kepastian yang sama dimata hukum.® Selain
terkandung didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-
Undang Hak Asasi Manusia, perlindungan Hak Asasi Manusia juga
terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Maka sesuai dengan “Asas Praduga Tak Bersalah” tersangka atau
terdakwa juga mempunyai hak yang harus dilindungi oleh Undang-

Undang diantara yaitu:

1. Hak Mendapat Pemeriksaan dengan segera

2. Hak Untuk Memberika keterangan secara bebas

3. Hak Persiapan Pembelaan

4. Hak Mendapat Bantuan Hukum

5. Hak Memilih Sendiri Penasihat Hukum

6. Hak Membantu Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
7. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi

8. Hak Menerima Kunjungan Kerohanian

9. Hak Mengajukan Saksi

10. Hak Mendapat Ganti Kerugian dan Rehabilitasi®

8 Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, (Kawan Pustaka: Jakarta), 2004,
him. 27.

® Martiman Prodjomidjojo, Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam
Pemeriksaan, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1984, him. 22-27.
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G. Metode Penelitian

Penelitian atau riset adalah aktifitas ilmiah yang sistematis
bertujuan dan berarah. Oleh karna itu, data informasi yang dikumpulkan
dalam penelitian ini harus bersangkutan/relevan dengan masalah yang
dihadapi. Artinya data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.*
Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang
didasarkan pada suatu metode, dari pemikiran dan sistematika tertentu,
yang mempelajari dari satu atau beberapa terhadap tersebut untuk
kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang
timbul didalam gejala yang berhubungan atau bersangkutan.
Mohammad Radhi Mendefinisikan penelitian hukum sebagai seluruh
aktifitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan,
mnganalisis, mengklasifikasikan, dan menciptakan
menginterpretasikan fakta-fakta serta  koneksi atau hubungan-
hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengtahuan yang di
peroleh  sehingga dapatlah dikembangkan dasar-dasar ilmu
pengetahuan atau prinsip-ptinsip dan cara-cara ilmiah untuk

menanggapi fakta dan hubungan tersebut.*?

10 Kartini Kartono dan Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta; Ull Press, him.55.

11 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada 2013, him. 39.

12 Soejono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta,2003, him. 110.
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1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam menulis skripsi ini merupakan penelitian

hukum empiris, yang terdiri dari:

a. Penelitian terhadap efektifitas hukum

b. Penelitian terhadap Identifikasi Hukum*®
Maka, “penelitian hukum empiris adalah penelitian yang
bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan
yang terjadi di lapangan, kemduian dikembangkan nya
dengan peraturan-peraturan perundang-undangan Yyang
berlaku”.!* Adapun dalam penelitian tersebut dilakukan
pengambilan data lapangan yang diperoleh langsung melalui
wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Ogan Komering
ir.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini

ialah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan

pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan

perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan yang

dapat dilakukan dengan cara menelaah juga mempelajari semua

peraturan-peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang

berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. > pendekatan

13 Bambang Sunggono, Ibid, him. 42.

14 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta Rineka
Cipta, 2004, him 9.

15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Penedia Media Group,
2005, him. 11.
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perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini
berkaitan dengan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika, pendekatan konseptual (Conceptual
Approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum peneliti akan
menemukan ide-ide yang menciptakan pengertian-pengertian
hukum, dasar-dasar hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas
hukum yang relevan atau berhubungan dengan isu yang
dihadapi.’® Pendekatan sosial (Social Approach) adalah
pendekatan multiaksi yang menyegerakan bantuan standar
minimal dasar bagi orang miskin atau orang yang memiliki
masalah sosial, yang dibarengi dengan sentuhan sosial, bahkan
personal Approach. Dengan turun kebawah, dengan jalan
menggali dan menyelesaikan masalah langsung dilapangan,
secara personal dan pendekatan psikologis.!’Pendekatan konsep
yang digunakan dalam penelitian ini yakni konsep-konsep
tentang pemberian hak-hak Tersangka Tindak Pidana Narkotika

Di Polres Ogan Komering llir.

16 1bid, him. 95.

e Republika.co.id, Pendekatan Sosial, diakses dari
https://republika.co.id/berita/ois8w618/pendekatan-sosial pada tanggal 8 Oktober 2020,
pukul 18:42 Wib.
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3. Sumber Data
Pada penelitian ini terdapat sumber data yang digunakaN yaitu
1. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh lansung dari sumber pertama, ialah
perilaku warga masyarakat, melalui penelitian dengan
dengan cara wawancara, observasi, dan alat lainnya dengan
instansi yang berkaitan.'® Data yang telah di peroleh dari
bebrapa pihak yang berkaitan dalam penelitian langsung di
lapangan di Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir kasus
pelaksanaan hak memperoleh bantuan hukum tersangka dan
penyalahgunaan narkotika yang diperolen melalui dalam
kegiatan wawancara dengan informasi yang telah mengetahui
masalah dalam penelitian ini.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah mencangkup dokumen-dokumen
resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan,
buku harian, dan lainnya®®
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian antara lain:
a. Bahan Hukum Primer
Yakni bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat
yang terdiri dari peraturan-peraturan perundang-
undangan yang telah berhubungan dengan permusan

masalah dan judul skripsi yang di bahas, yang dimana

18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta Ul Pers, 1986, him. 11
9 Ibid, him. 11.



15

berupa undang-undang yang berkaitan erat dalam

penulisan skripsi ini.

a.

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang
Advokat

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika

Undang-undang No 16 Tahun 2011 Tentang

Bantuan Hukum

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berisikan tentang informasi

yang dapat di jelaskan tentang hukum primer. Bahan

hukum sekunder dapat bermacam-macam buku-buku

tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, ensiklopedia

hukum, maupun data-data internet lainya yang berkaitan

dengan erat dengan problem atau permasalahan dalam

skripsi ini.



C.
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Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum pendukung yang mencangkup bahan-
bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan
ataupun petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum

sekunder.
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4. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan ~Hak Bantuan Hukum  Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Ogan Komering Ilir di

Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Komering llir pada tahun

2020 sampai dengan 2021, dengan Batasan wilayah penelitian

yang akan dilakukan ialah di wilayah Kabupaten Ogan Komering

ir.

5. Populasi dan Sampel

1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah Resor Kepolisian
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anggota Kepolisian Di Resor
Kabupaten Ogan Komering Ilir dan tersangka pelaku Tindak
Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Ogan
Komering llir.

2. Sampel
Sampel adalah suatu kumpulan bagian atau sebagian dari
populasi.?® pengambilan sampel dalam penelitian ini
dilakukan dengan teknik Purposive Sampling/Jundamental
Sampling. Sampel ini dipilih berdasarkan
keputusan/pertimbangan subyektif dari penelitian, oleh
karena itu, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri

responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.?:

20 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta Pt Raja Grafindo
Persada, 2013
21 Burhan Asshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, him. 91.
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Dalam penelitian ini diambil narasumber sebanyak 3 orang:
a) Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor
Kabupaten Ogan Komering llir;
b) Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor
Kabupaten Ogan Komering llir;
c) 10 tersangka pelaku tindak pidana penyalahgunaan
narkotika di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Tenik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang benar dan akurat, yaitu:
1. Studi kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan ialah Teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip,
dan memahami berbagai literatur, seperti buku-buku, artikerl
ilmiah, laporan penelitian, dan peraturan perundang-
undangan.

2. Studi lapangan (Field Research)

Studi lapangan yang dilakukan dengan mengadakan
penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian.
Prosedur studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk
memperoleh data primer yang dilakukan dengan
menggunakan metode wawancara.

7. Teknik Pengolahan Data
Data yang sudah terlumpul melalui kegiatan pengumpulan

data akan diproses melalui pengolahan dan penyajian data. Data
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yang sudah diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara
dikumpulkan, diseleksi, dievaluasi, kemudian di deskripsikan?
dalam bentuk sebuah penjelasan-penjelasan. Sedangkan data
yang telah diperoleh dari berbagai daftar pertanyaan akan terlebih
di pilih terlebih dahulu dan kemudiandi sajikan dengan cara
pemeriksaan dan penelitian data yang sudah di peroleh untuk
menjamin apakah sudah dapat dipertanggukan jawabkan sesuai
dengan kenyataan.
8. Analisis Data

Deskrptif Kualititatif ialah jenis analisis data yang akan
digunakan dalam penulisan skripsi ini, artinya mengembangkan
atau menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat
yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan
interprestasi data dan pemahaman hasil analisis dan metode yang
bersifat khusus yang terpakai dalam penarikan kesimpulan agar
dapat menjawab setiap permasalahan.

9. Penarikan Kesimpulan

Sesuai dengan sifat dari menganalisis data yaitu kualitatif,
oleh karna itu penarikan kesimpulan yang dihasilkan adalah
bersifat induktif.?®> Dimulai dengan mengutarakan atau
menjabarkan fakta-fakta dan akhirnya sampai pada penarikan

kesimpulan yang bersifat umum.

22 1bid, him 95.
23 1bid, him 79.
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